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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 003 ./KMA/SK/1'2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENGARAH PELLAKSANA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL MAHKAMAH AGUNG R1]
DENGAN JAJARAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SELURUH INDONESIA
TAHUN 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPURBLIK INDONESIA

Menimbang

B

bahwa dengan Keputusan Keiua Mahkamah  Agung Rl
Nomor : 002 /KMA/SK/l #2008 tanggal 2 Januari  telah
ditetapkan Penyelenggara KRapat ¥ceordinasi Nasional Mahkamah
Agung RI dengan jajaran Peraciiar Tota Vieuha MNegara selurvh
Indoncsia;
b. bahwa agar Penyelenggura Rapat Koordinasi Nasional tersebut
dapat terselenggara dengan tertib dan lancar, perlv menunjuk
Pengarah Pclaksana Rapat Koordinasi Nuasional Tahun 2008
tersebut;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tihun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tanun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah den2an Undarg-Undang Nomor 5
Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentany Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undung-Undang Nomor 9
Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Paulus LEffendi Lotulung, SH., Ketua Muda
Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara sebagai DPengarah Pelaksana Rapat Koordinasi Nusional
Mahkamah Agung RI dengan jajarasn Peradiiar. Tate Ucsaha Negara
seluruh Indonesia Takun 2008.



KEDUA

KETIGA

: Menugaskan Pengarah Pelaksana untuk memberikan

pengarahan dan menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana
Rapat Koordinasi Nasional Mahkamah Agung RI dengan
Jajaran Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diperbaiki scbagaimana mestinya,.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan RI.

Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Panitera Mahkamah Agung RI.

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI.
Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.

8. Pertinggal.

Nownh

Ditetapkandi : JAKARTA
Padatanggal : 2 Januari2008
=

A
ﬁ(A MAHKAMAH AGUNG - R,
Z)

o} \




